BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0123 /2025

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN POSO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

: a.bahwa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati menetapkan pejabat dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun
Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023
Nomor 1);

9, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

: Bendahara Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya

selaku BUD berwenang :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
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: Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA,

terdapat kewenangan lain yaitu :

mengelola investasi;

menetapkan anggaran Kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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: Dalam melaksanakan tugasnya BUD senantiasa berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Poso Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan.



KELIMA : Bilamana terjadi Kerugian Daecrah atau Negara dalam
pengurusannya karena kesengajaan dan atau kekeliruan, BUD akan
dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Poso Tahun Anggaran 2025,

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,

VERNA . INKIRIWANG

Tembusan Yih ©

Ketua DFRD Kab. Poso di Poso,

Inspektur Inspreiktorat Kab. Poso di Poso,

Kepala Satuan Kena Perangkat Daerah Kab Poso di Poso
Kepala Bagian Hukum, dan HAM Setdakab Poso di Poso;
Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso,

Pimpinan Bank Mandai Cab. Poso di Poso,
Pimpinan BN Poso di Poso,
Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.

Pimpinan PT. Bank Mandirt Syariah Cab. Poso di Poso.
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